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ABSTRAK 

Pendahuluan. Indonesia salah satu negara dengan jumlah penduduk yang besar, 

memiliki angka fertilitas/TFR sebesar 2,6. Ini berarti melemahnya program 

Keluarga Berencana selama ini, sehingga perlu upaya mengatasi masalah 

tersebut, maka disepakati untuk membentuk Kampung Keluarga Berencana yang 

dapat menjadi satu inovasi strategi dalam memperkuat pelaksanaan program 

KKBPK kepada masyarakat.  

Metode. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualititatif dengan 

pendekatan deskriptif. Pengambilan sampel menggunakan Sampel Purposif 

Sistematis dimana sampel dalam penelitian adalah informan penelitian yang 

dapat memberikan informasi pada penelitian sebanyak 10 (sepuluh) responden. 

Alat pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan pedoman 

observasi. Untuk mencapai penelitian yang kredibel maka digunakan metode 

Triangulasi. 

Hasil. Berdasrkan hasil penelitian program Kampung Keluarga Berencana 

menunjukkan SDM belum mendapatkan diklat/pelatihan dan anggarannya masih 

belum memadai. Keinginan PUS dipengaruhi oleh pengetahuan, umur, sosial 

budaya, pekerjaan, kelahiran anak dan efek samping dalam menggunakan alat 

kontrasepsi MKJP sangat rendah. Oleh karena itu belum memberikan manfaat 

yang maksimal. 

Kesimpulan. Sumber Daya Manusia diharapkan mendapatkan pelatihan dan 

dukungan APBD. Terus melakukan penyuluhan dan peningkatan sosialisasi, 

kolaborasi dan advokasi terhadap sasaran program Kampung Keluarga 

Berencana untuk pemanfaatan alat kontrasepsi MKJP pada pasangan usia subur. 

 

Kata Kunci : Kampung KB, PUS, Kontrasepsi 

 

PENDAHULUAN 

Perkembangan penduduk di 

Indonesia dan di dunia terus 

meningkat seiring perkembangan 

zaman dan teknologi. Pertumbuhan 

penduduk yang tidak terkendali 

membuat pemerintah memerlukan 

sebuah program yang dapat 

menekan laju pertumbuhan tersebut. 

Indonesia ialah negara dengan 

jumlah penduduk terbanyak dari 

organisasi ASEAN pada estimasi 

249 juta jiwa dengan 2,6 angka 

fertilisasi (World Population Data 

mailto:1berkat86manlaia@gmail.com


Jurkessutra (Jurnal Kesehatan Surya Nusantara) 

 

239 
 

Sheet, 2013). Tentu dapat diketahui 

2,4 TFR negara ASEAN jauh 

dibawah Indonesia (Kemenkes, 

2020). Dari TFR lebih tinggi 

kemungkinan karena belum 

maksimal proses pembinaan peserta 

Keluarga Berencana (KB) di 

Indonesia (Dinas Pengendalian 

Penduduk dan KB Provinsi Sumut, 

2018). Ini berarti melemahnya 

program Keluarga Berencana selama 

ini, sehingga perlu upaya mengatasi 

masalah tersebut, maka disepakati 

untuk membentuk Kampung 

Keluarga Berencana yang dapat 

menjadi satu inovasi strategi dalam 

memperkuat pelaksanaan program 

KKBPK kepada masyarakat. 

Jumlah penduduk di Indonesia 

terus bertambah, diketahui pada 

tanggal 30 Juni 2022 mencapai 

275,77 juta jiwa. Tahun 2021 di 

Propinsi Sumatera Utara dengan 

jumlah penduduknya sebanyak 

14.936 jiwa. Dalam perkembangan 

kependudukan ini dibutuhkan 

program untuk menekan kelahiran 

yakni dengan program Keluarga 

Berencana (KB). Dari data BPS dan 

Kementerian Dalam Negeri dapat 

diketahui pada tahun 2020-2021 

bahwa laju pertumbuhan penduduk 

di Propinsi Sumatera Utara 1,23% 

sedangkan di Kabupaten Nias 

Selatan memiliki 2,09% laju 

pertumbuhan penduduk (BPS 

Sumatera Utara, 2020). 

Pelayanan Keluarga 

Berencana (KB) yang dipandang 

sebagai strategi pelayanan kesehatan 

reproduksi merupakan skema 

kegiatan untuk meningkatkan 

kesehatan ibu. Keberhasilan 

program KB membutuhkan 

perencanaan dalam pemenuhan jenis 

alat kontrasepsi yang diinginkan 

oleh sasaran program yang berbeda-

beda, sehingga mendapatkan 

partisipasi yang tinggi dalam 

penggunaan layanan kontrasepsi. 

Terlaksananya pelayanan 

Keluarga Berencana, mengharapkan 

ketersediaan sarana dan prasarana 

yang mudah dijangkau oleh 

masyarakat berupa fasilitas 

kesehatan untuk melakukan 

pelayanan reproduksi yang baik dan 

berkualitas. Sejalan dengan hal ini, 

sesuai kutipan dari profil kesehatan 

Indonesia tahun 2021, keseluruhan 

pasangan usia subur (PUS) adalah 

1.702.756 jiwa menunjukkan 

persentase pelayanan PUS di 

Indonesia tahun 2020 berdasarkan 
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tempat pelayanannya ialah sebesar 

56,4% ditemukan pada Jaringan atau 

jejaring, 18% yang dilayani di FKTP, 

pada tempat pelayanan lainnya 

diperoleh sebesar 18,4%, FKRTL 

sebesar 5,1% dan persentase yang 

rendah didapatkan pada pelayanan 

bergerak sebesar 1.3%. Dari 

keingginan peserta akseptor KB 

memilih jenis kontrasepsi pada 

tahun 2020, sebesar 72,9% lebih 

berpartisipasi menggunakan suntik, 

kemudian sebesar 19,4% 

menggunakan pil, disusul 

IUD/AKDR dengan 8,5%, implan 

dengan 8,5%, lalu 2,6% yang 

menggunakan MOW, kondom 1,1% 

dan MOP sebesar 0,6% 

(Kementerian Kesehatan RI, 2021). 

Pelayanan Keluarga Berencana 

di Indonesia didapatkan masih 

banyak PUS yang belum terlayani 

yang disebut unmet need. Dari 

survei RPJMN/SKAP pada tahun 

2018 unmet need menunjukkan pada 

posisi 12,4% dan dengan melihat 

karakteristik perilaku dalam sosial 

budayanya di daerah pedesaan 

sebesar 10% lebih rendah dari 

daerah perkotaan dengan 11%. 

Selain itu, perempuan untuk ber-KB 

sebesar 23% karena takut pada efek 

samping yang ditimbulkan demikian 

juga pada jenis kelamin laki-laki 

sebesar 32% tidak ingin 

menggunakan alat kontrasepsi. 

Penurunan pemakaian jenis 

kontrasepsi secara modern pada usia 

yang masih muda dan produktif 

sebesar 4% antara usia 15 sampai 29 

tahun yang disebabkan rendahnya 

pengetahun untuk memahami 

tentang kesehatan reproduksi dan 

belum mendapatkan informasi yang 

terpercaya. Untuk itu, perlu 

mengemas secara menarik Informasi 

program Pembangunan Keluarga, 

Kependudukan dan Keluarga 

Berencana (Bangga Kencana) digital 

lebih tepat di era digitalisasi saat ini 

(BKKBN, 2020). 

Dari data PUS di Propinsi 

Sumatera Utara sesuai data statistik 

tahun 2021 diketahui jumlahnya 

sebanyak 2.467.168, dimana 

sebanyak 350.851 sebagai peserta 

KB baru dengan 15,34% dan 

71,63% peserta KB aktif dari jumlah 

1.756.184. Diketahui pengetahuan 

masyarakat yang rendah, belum 

mendapatkan dukungan suami dan 

merasa trauma pada tindakan 

kontraspesi yang mengakibatkan 

metode kontrasepsi jangka panjang 
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masih rendah. 

Kebijakan pembentukan 

Kampung Keluarga Berencana (KB) 

dibutuhkan sebagai suatu dasar atau 

landasan hukum. Terbentuk 

Kampung Keluarga Berencana yang 

tersebar di kabupaten/kota di 

wilayah Indonesia ialah sebanyak 

5.505 dari 514 kabupaten/kota dan 

4.754 kecamatan dengan 66% dari 

keseluruhan 7.160 kecamatan. 

 

METODE 

Jenis penelitian yang 

digunakan adalah penelitian 

kualitatif dengan pendekatan 

deskriptif. Dilaksanakan dalam 

waktu tertentu dan sesuai tahapan, 

dengan berupaya melakukan 

wawancara dan observasi untuk 

mengumpulkan data yang 

diharapkan. Datanya bisa berupa 

hasil yang diamati, wawancara, 

pemotretan, dokumen yang 

dianalisis, dan catatan lapangan. 

Untuk mencapai penelitian yang 

kredibel maka digunakan metode 

Triangulasi untuk meningkatkan 

kedalaman pemahaman penelitian 

tentang fenomena yang diteliti. 

Pengumpulan data dilakukan dengan 

teknik wawancara menggunakan 

pedoman wawancara kepada 10 

(sepuluh) informan yang telah 

bersedia bekerja sama memberikan 

informasi yang sebenarnya. Dari 

setiap informan akan menjawab 

pertanyaan yang diajukan. 

 

HASIL 

Sesuai hasil penelitian 

mengidentifikasi Program Kampung 

Keluarga Berencana terhadap 10 

(sepuluh) informan didapatkan hasil 

sebagai pada Tabel 1. Tabel 1 

diketahui, 4 (empat) orang informan 

mengatakan SDM yang belum 

terlatih, 4 (empat) orang mengatakan 

kurang sosialisasi tentang Program 

Kampung KB, 5 (lima) orang 

mengatakan kurang partisipasi 

masyarakat, 3 (tiga) orang 

mengatakan kader kurang terlibat 

dalam pelaksanaan Program KB. Hal 

ini menunjukkan, pelaksanaan 

Program Kampung KB 

membutuhkan SDM yang 

berkompeten dan berkualitas, untuk 

itu perlu mengikuti pelatihan secara 

formal. Selain itu kurang sosialisasi 

tentang Program Kampung KB, 

kurang partisipasi masyarakat, dan 

kader kurang terlibat dalam 

pelaksanaan Program KB dapat 
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mempengaruhi keberhasilan 

program tersebut. 

 

 

Tabel 1 

Jawaban informan tentang Program Kampung KB 

berdasarkan sumber daya manusia di Desa Sinar Baho 

Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 

 

 

Infoman 
SDM yang 

belum 
pelatihan 

Kurang sosialisasi 

tentang Program 
Kampung KB 

Kurang 

partisipasi 
masyarakat 

Kader kurang 

terlibat dalam 

pelaksanaan 
Program KB 

01 √   √ 

02  √ √ √ 

03 √  √  

04 √    

05  √ √  

06  √ √  

07 √ √ √ √ 

08     

09     

10     

 

 

Tabel 2 

Jawaban informan tentang Program Kampung KB berdasarkan 

anggaran di Desa Sinar Baho Kecamatan Lahusa Kabupaten 

Nias Selatan Tahun 2022 
 

 

Infoman 

Sumber 

anggaran 

hanya 
dari pusat 

Sumber 

anggaran bukan 
dari APBD 

Sumber 

anggaran dari 
dana desa 

Sumber 

anggaran bukan 
dari masyarakat 

01 √   √ 

02  √ √ √ 

03 √   √ 

04 √   √ 

05  √ √  

06  √ √ √ 

07    √ 

08     

09     

10     
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Tabel 3 

Jawaban informan tentang keberhasilan program 

Kampung Keluarga Berencana Talimbo di Desa Sinar Baho 

Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 
 

Infoman 
Adanya partisipasi 

masyarakat 
Kolaborasi yang baik dengan 

SDM yang terlibat 
Dukungan lintas 

sektoral 

01  √ √ 

02 √ √ √ 

03 √ √ √ 

04  √  

05 √ √  

06 √ √  

07 √ √  

08    

09    

10    

 

Tabel 2 memperlihatkan, yang 

mengatakan sumber anggaran hanya dari 

pusat adalah 3 (tiga) orang, mengatakan 

sumber anggaran bukan dari APBD adalah 

3 (tiga) orang, mengatakan sumber 

anggaran dari dana desa adalah 3 (tiga) 

orang, dan yang mengatakan sumber 

anggaran bukan dari masyarakat sebanyak 

6 (enam) orang. Berdasarkan hasil tersebut, 

diketahui anggaran program Kampung KB 

bersumber dari pusat dan Dana Desa. Ini 

perlu diketahui, anggaran pelaksanaan 

program Kampung KB bisa juga 

bersumber dari APBD dan masyarakat. 

Tabel 3, memperlihatkan bahwa 

yang mengatakan adanya partisipasi 

masyarakat adalah 5 (lima) orang, 

mengatakan kolaborasi yang baik dengan 

SDM yang terlibat adalah 7 (tujuh) orang, 

dan yang mengatakan dukungan lintas 

sektoral adalah 3 (tiga) orang. Hal ini 

menerangkan, dengan adanya partisipasi 

masyarakat, kolaborasi yang baik dengan 

SDM dan adanya dukungan lintas sektoral 

sangat mempengaruhi keberhasilan 

pelaksanaan program Kampung KB. 

Tabel 4 memperlihatkan bahwa yang 

mengatakan ada pedoman/aturan dalam 

bentuk SOP adalah 6 (enam) orang, 

mengatakan administrasi kader KB dalam 

surat keputusan adalah 4 (empat) orang, 

mengatakan administrasi laporan kegiatan 

kampung keluarga berencana adalah 4 

(empat) orang, yang mengatakan tidak 

adanya saran dan prasarana kampung 

keluarga berencana adalah 3 (tiga) orang 

dan yang mengatakan administrasi 

pertemuan Kampung Keluarga Berencana 

adalah sebanyak 3 (tiga) orang. 

Berdasarkan hasil tersebut, diketahui 
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bahwa penyelenggaraan administrasi di 

Kampung Keluarga Berencana menjadi 

ukuran dan bukti fisik yang sangat 

berpengaruh pada keberhasilan program 

yang dilaksanakan. 

Hasil penelitian untuk keinginan 

pasangan usia subur dalam penggunaan 

alat kontrasepsi diperoleh seperti Tabel 5. 

Tabel 4 

Administrasi Kampung Keluarga Berencana di Desa Sinar Baho 

Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan 

Tahun 2022 
 

 

 

Infoman 

Ada 

pedoman/ 

aturan 

dalam 

bentuk 

SOP 

 
Administrasi 

kader KB 

dalam surat 

keputusan 

Administrasi 

laporan 

kegiatan 

kampung 

keluarga 

berencana 

Tidak 

adanya 

saran dan 

prasarana 

kampung 

keluarga 
berencana 

 

Administrasi 

pertemuan 

Kampung 

Keluarga 

Berencana 

01 √ √ √   

02 √ √ √ √ √ 

03 √ √ √ √ √ 

04 √     

05 √     

06      

07 √ √ √ √ √ 

08      

09      

10      
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Tabel 5 

Jawaban informan tentang keinginan PUS dalam penggunaan alat kontrasepsi 

berdasarkan pengetahuan dan efek samping di Desa Sinar Baho 

Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 
 

 

 
Infoman 

Kurang 

maksimal 

sosialisasi 

tentang program 

Kampung KB 

Kurang 

partisipasi 

PUS 

mengikuti 

pertemuan 

tentang KB 

Kurang 

memadai 

anggaran 

pelaksanaan 

sosialisasi 

Takut pada 

efek samping 

yang 

ditimbulkan 

oleh 

kontrasepsi 

 

Tidak 

tersedia 

media 

KIE 

01   √   

02 √  √  √ 

03  √ √  √ 

04      

05 √ √  √ √ 

06 √   √  

07 √ √  √ √ 

08 √   √  

09 √   √  

10 √   √  

 

Tabel 5 diketahui, bahwa 7 (tujuh) 

orang mengatakan kurang maksimal 

sosialisasi tentang program Kampung 

KB, 3 (tiga) orang mengatakan kurang 

partisipasi PUS mengikuti pertemuan 

tentang KB, 3 (tiga) orang mengatakan 

kurang memadai anggaran pelaksanaan 

sosialisasi, 6 (enam) orang mengatakan 

takut pada efek samping yang 

ditimbulkan oleh kontrasepsi dan 4 

(empat) orang yang mengatakan tidak 

tersedia media KIE. Dengan hasil tersebut, 

pengetahun mempengaruhi keinginan 

PUS dalam menggunakan alat 

kontrasepsi. Kurang maksimal 

pelaksanaan sosialisasi tentang program 

Kampung KB, kurang partisipasi PUS 

mengikuti pertemuan tentang KB, kurang 

memadai anggaran pelaksanaan 

sosialisasi, adanya perasaan takut pada 

efek samping yang ditimbulkan oleh 

kontrasepsi dan tidak tersedianya media 

KIE maka keinginan PUS menggunakan 

alat kontrasepsi tidak maksimal. 

 

Tabel 6 

Jawaban informan tentang keinginan PUS dalam penggunaan alat kontrasepsi 

berdasarkan usia di Desa Sinar Baho Kecamatan Lahusa 

Kabupaten Nias Selatan 

Tahun 2022 

 

 

Infoman 
Ada risiko hamil pada usia kurang 

20 tahun 

Ingin anak 

pada usia 

normal 

Ada risiko hamil pada 

usia lebih 35 tahun 
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01    

02    

03    

04 √ √ √ 

05  √  

06 √ √ √ 

07 √ √ √ 

08 √ √ √ 

09 √ √ √ 

10 √ √ √ 

Tabel 6 menunjukkan, bahwa 5 (lima) 

orang mengatakan ada risiko hamil pada 

usia kurang 20 tahun, 6 (enam) orang 

mengatakan ingin anak pada usia normal 

dan 5 (lima) orang yang mengatakan ada 

risiko hamil pada usia lebih 35 tahun. Dari 

uraian jawaban informan tersebut, usia 

mempengaruhi keinginan PUS 

menggunakan alat kontrasepsi terutama bagi 

PUS usia muda dibawah 20 tahun dan diatas 

35 tahun untuk mencegah kehamilan yang 

berisiko. Selain itu, bagi PUS usia normal 

tidak berkeinginan menggunakan alat 

kontrasepsi karena ingin memperoleh 

keturunan. 

 

Tabel 7 

Jawaban informan tentang keinginan PUS dalam penggunaan alat kontrasepsi 

berdasarkan pekerjaan di Desa Sinar Baho Kecamatan Lahusa 

Kabupaten Nias Selatan 

Tahun 2022 

 

Infoman 
Kurang partisipasi PUS karena 

sibuk pada pekerjaan 

PUS meluangkan waktu untuk 

berpartisipasi 
01   

02 √  

03   

04 √ √ 

05 √ √ 

06 √ √ 

07 √ √ 

08  √ 

09 √  

10  √ 

 

Tabel 7 diketahui, 6 (enam) orang 

mengatakan kurang partisipasi PUS 

karena sibuk pada pekerjaan dan 6 (enam) 

orang yang mengatakan PUS meluangkan 

waktu untuk berpartisipasi. Berdasarkan 

uraian jawaban informan tersebut, 

keinginan PUS untuk menggunakan alat 

kontrasepsi KB dipengaruhi oleh 

pekerjaan terutama pada waktu yang 

dimiliki dan partisipasi pasangan usia 
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subur yang masih kurang karena lebih 

mementingkan untuk bekerja. Mayoritas 

penduduk Sinar Baho bekerja sebagai 

petani dengan 73 %. 

Tabel 8 

Jawaban informan tentang keinginan PUS dalam penggunaan alat kontrasepsi 

berdasarkan sosial budaya dan kelahiran anak di Desa Sinar Baho 

Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 
 

Infoman 
Setuju dengan dua 

anak lebih sehat 

Tidak setuju dengan 

banyak anak banyak rejeki 

Keinginan kelahiran 

anak laki-laki 
01 √ √  

Infoman 
Setuju dengan dua 
anak lebih sehat 

Tidak setuju dengan 
banyak anak banyak rejeki 

Keinginan kelahiran 
anak laki-laki 

03 √ √ √ 

04   √ 

05 √ √ √ 

06 √ √ √ 

07 √  √ 

08 √ √ √ 

09 √  √ 

10 √  √ 

Pada Tabel 8 diketahui 9 

(sembilan) orang mengatakan setuju 

dengan dua anak lebih sehat, 6 

(enam) orang mengatakan tidak 

setuju dengan banyak anak banyak 

rejeki, dan 8 (delapan) orang 

mengatakan keinginan kelahiran 

anak laki-laki. Berdasarkan hasil 

tersebut, keingian pasangan usia 

subur menggunakan alat kontrasepsi 

dari sisi sosial dan budaya berbeda-

beda, diketahui ada yang setuju 

dengan dua anak lebih sehat, tidak 

setuju dengan banyak anak banyak 

rejeki, dan menginginkan kelahiran 

anak laki-laki di keluarga. 

Dari Tabel 9 menunjukkan 4 

(empat) orang mengatakan 

kolaborasi yang baik dengan lintas 

program, 3 (tiga) orang mengatakan 

pendistribusian obat dan alat 

kontrasepsi dengan baik, dan 3 

(tiga) orang mengatakan 

terpenuhinya kebutuhan obat dan 

alat kontrasepsi. Dari uraian 

tersebut, bermaksud bahwa 

keberhasilan penggunaan alat 

kontrasepsi KB bila ada kolaborasi 

yang baik dengan lintas program, 

pendistribusian obat dan alat 

kontrasepsi dengan baik dan 

terpenuhinya kebutuhan obat dan 

alat kontrasepsi.  

Tabel 10, menunjukkan 

bahwa 5 (lima) mengatakan 

keputusan menggunakan 

kontrasepsi dengan Non MKJP, 3 

(tiga) orang yang mengatakan 

keputusan untuk menggunakan 

kontrasepsi dengan ganti cara dan 5 
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(lima) orang yang mengatakan 

keputusan tidak menggunakan 

kontrasepsi dengan MKJP. 

Berdasarkan jawaban informan 

tersebut diketahui ada 1 (satu) 

orang PUS sebagai suami berumur 

41 tahun, mendukung istrinya 

menggunakan kontrasepsi non 

MKJP karena tidak ingin punya 

anak lagi dan 1 (satu) orang PUS 

dengan umur 28 tahun menjawab 

berkeinginan menggunakan 

kontrasepsi dengan MKJP karena 

ingin menjarakkan anak. 

Tabel 9 

Jawaban informan tentang hasil dalam penggunaan alat 

kontrasepsi di Desa Sinar Baho Kecamatan Lahusa 

Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 
 

 

Infoman 
Kolaborasi yang baik 

dengan lintas program 

Pendistribusian obat 

dan alat kontrasepsi 
dengan baik 

Terpenuhinya 

kebutuhan obat dan 
alat kontrasepsi 

01 √ √  

02    

03 √ √ √ 

04 √ √ √ 

05 √  √ 

06    

07    

08    

09    

10    

 

Tabel 10 

Jawaban informan tentang hasil dalam penggunaan alat 

kontrasepsi di Desa Sinar Baho Kecamatan Lahusa 

Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 

 

 
Infoman 

Keputusan 

menggunakan 

kontrasepsi dengan 
Non MKJP 

Keputusan untuk 

menggunakan 

kontrasepsi dengan 
ganti cara 

Keputusan tidak 

menggunakan 

kontrasepsi dengan 
MKJP 

01    

02    

03  √ √ 

04    

05 √ √ √ 

06 √   

07   √ 

08 √ √  
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09 √  √ 

10 √  √ 

 

PEMBAHASAN 

Pembangunan keluarga bertujuan 

untuk menambah kualitas keluarga 

sehingga tenteram, timbul rasa aman 

dan memiliki harapan masa depan 

yang lebih baik sebagai wujud 

kesejahteraan lahir dan kebahagiaan 

batin, hal ini sesuai dengan penjelasan 

Undang-undangan nomor 52 tahun 

2009 tentang perkembangan 

kependudukan dan pembangunan 

keluarga. Sesuai dengan hasil 

observasi dilapangan PLKB yang 

terdiri dari 3 (tiga) orang dan kader 

KB sebanyak 2 (dua) orang jelas 

belum mendapatkan pelatihan secara 

formal, ditandai dengan tidak dapat 

menunjukkan sertifikat. Ini dapat 

dibuktikan dari observasi 

dokumentasi dan administrasi 

hasilnya tidak bisa ditunjukkan. 

Memperjelas statusnya masih sebagai 

PLKB daerah. 

Menindaklanjuti hal dimaksud, 

upaya yang baik untuk keberhasilan 

program Kampung KB dengan 

menempatkan sumber daya manusia. 

Berdasarkan kutipan yang dijelaskan 

M.T.E Hariandja (2002, H 2) tentang 

“sumber daya manusai”. Menjelaskan 

bahwa sumber daya manusia ialah 

faktor yang terpenting dalam sebuah 

organisasi untuk diberdayakan dengan 

baik sehingga efektivitas dan efisiensi 

organisasi semakin meningkat. Hal ini 

sangat jelas, bahwa SDM diperlukan 

untuk melaksanakan kegiatan yang 

direncanakan. 

Kutipan dari Andrew E. Sikula 

yang dalam Mangkunegara (2003:50) 

tentang “pengembangan”. Bahwa 

pengembangan merupakan satu proses 

pembelajaran jangka panjang dimana 

pegawai manajerialnya mempelajari 

pengetahuan konseptual dan teoritis 

yang terorganisir dan menggunakan 

prosedur sistematis untuk mencapai 

tujuan umum. Berdasarkan penjelasan 

tersebut, PLKB dan kader KB perlu 

mengikuti pendidikan berupa pelatihan 

secara formal sehingga menambah 

pengetahuan, berkompeten dan 

berkualitas dalam melaksanakan tugas 

dan fungsi dilapangan. 

Sesuai dengan penelitian Nur 

Selviana (2018), dimana berdasarkan 

hasil penelitian diketahui bahwa 

“mengikuti diklat pendidikan dan 

pelatihan sangat mempengaruhi 

kinerja, peningkatan pengetahuan, 

kemampuan, dan sikap pegawai dalam 
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bekerja serta memiliki perubahan 

pengetahuan, kemampuan, dan sikap 

dibandingkan indikator lainnya”. 

Berdasarkan kutipan tersebut 

memperjelas bahwa standar dan 

sasaran program meliputi mekanisme 

prosedur/Standard Operational 

Prosedur (SOP) sangat dibutuhkan. 

Berdasarkan kutipan dari informan 

dan observasi sesungguhnya sumber 

anggaran yang telah direncanakan 

masih belum memadai. Pelaksanaan 

program perlu perencanaan anggaran 

dengan skala prioritas dalam suatu 

organisasi sesuai dengan regulasi dan 

juknis serta benar-benar 

merencanakan program yang 

dibutuhkan dimasyarakat. Diketahui 

bahwa sumber anggaran selama ini 

dari pemerintah pusat. 

Hal ini juga sejalan dimana, 

petunjuk teknisnya menjelaskan 

bahwa anggaran yang diberikan untuk 

membantu pemerintah kabupaten/kota 

dalam membiayai kegiatan pada 

pengendalian penduduk dan keluarga 

berencana, sebagaimana tertuang di 

Undang- undang nomor 23 tahun 2014 

tentang pemerintah daerah. Dari sini, 

Bantuan Operasional Keluarga 

Berencana (BOKB) hanya bersifat 

membantu kabupaten/kota, bukan 

sebagai pengganti dana Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah (BKKBN, 

2018). 

Hal ini memberikan 

pemahaman, bahwa anggaran di 

Kampung KB yang tersedia melalui 

sumber dana alokasi khusus dari 

BKKBN pusat dan propinsi, APBD 

dan juga anggaran dana desa masih 

belum memadai. Keinginan pasangan 

usia subur dalam penggunaan alat 

kontrasepsi Keluarga Berencana 

dipengaruhi oleh pengetahuan dan efek 

samping, usia, sosial budaya dan 

kelahiran anak, dan pekerjaan. 

Sebagai perwujudan amanat 

dari Presiden Republik Indonesia 

kepada BKKBN telah terbentuknya 

Kampung Keluarga Berencana 

mendapatkan penguatan dalam 

mengendalikan perkembangan 

penduduk dibidang kependudukan 

dan keluarga berencana. Tentu sebagai 

lembaga BKKBN akan mewujudkan 

keberhasilan program KKBPK untuk 

dijadikan ikon dan model miniatur 

yang bisa bersentuhan dan 

memberikan manfaat langsung kepada 

masyarakat di seluruh tingkat wilayah 

pemerintah terendah di seluruh 

kabupaten dan kota (BKKBN, 2018). 

Selain itu merupakan inovasi strategis 
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yang secara langsung mendapatkan 

suatu manfaat bagi masyarakat. 

Tentunya ini bertujuan karena demi 

pembangunan Indonesia yang dimulai 

dari pinggiran dengan skala prioritas 

terhadap daerah dan desa untuk 

meningkatkan kualitas hidup 

masyarakat. Oleh karenanya, perlu 

melakukan monitoring dan evaluasi 

yang efektif dan efisien pada program 

pelayanan Keluarga Berencana dan 

Kesehatan Reproduksi untuk 

melakukan intervensi kepada sasaran 

program berupa pembinaan dan 

peningkatan kepesertaan ber-KB yang 

dilaksanakan di Kampung Keluarga 

Berencana (BKKBN, 2017). 

Sehubungan dengan itu, diketahui dari 

hasil penelitian bahwa ada 1 (satu) 

orang PUS berumur 28 tahun dan 

memiliki anak sebanyak 3 (tiga) orang 

mengambil keputusan untuk 

menggunakan jenis MKJP. Dan juga 

menunjukkan bahwa 1 (satu) orang 

suami yang menjadi responden, 

mendukung sepenuhnya keputusan 

pasangannya untuk menggunakan 

suntik KB. Maka dalam hal ini 

dibutuhkan peranan PLKB dan kader 

KB untuk mengarahkan dan 

melakukan pembinaan tidak hanya 

kepada istri tetapi buat suami untuk 

mendukung keputusan tersebut 

sehingga bisa bermanfaat bagi 

kesehatan pasangannya. 

Diharapkan dalam proses 

menjalankan program Kampung 

Keluarga Berencana mendapatkan 

dukungan penuh dari masyarakat dan 

lintas sektoral terkait untuk 

menentukan keberhasilan program 

Keluarga Berencana dan 

keberhasilannya diukur dari setiap 

keluarga mampu memperoleh hak 

kesehatan reproduksi dan 

mendapatkan pelayanan Keluarga 

Berencana dan inilah yang merupakan 

fungsi reproduksi dalam program 

Kampung Keluarga Berencana. 

Diketahui dengan jelas bahwa metode 

jangka panjang sedikit penggunaanya 

dari metode kontrasepsi jangka 

pendek. Efektifitasnya pengendalian 

kehamilan, dengan metode yang 

jangka panjang lebih baik. 

 

KESIMPULAN 

1. Kampung Keluarga Berencana 

Talimbo di Desa Sinar Baho 

telah berjalan dengan sumber 

daya yang ada, dimana sumber 

daya manusia yang terdiri dari 

PLKB sebanyak 3 (tiga) orang 

dan kader KB yang terdiri dari 2 
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(dua) orang belum mendapatkan 

pelatihan secara formal dan 

anggaran dalam menjalankan 

program Kampung Keluarga 

Berencana masih belum 

memadai. 

2. Pasangan usia subur ditemukan 

1 (satu) orang suami 

mendukung keputusan 

pasanganya untuk ikut 

menggunakan kontrasepsi dan 1 

(satu) orang yang berkeinginan 

menggunakan alat kontrasepsi 

metode kontrasepsi jangka 

panjang. 

3. Program Kampung Keluarga 

Berencana yang sudah berjalan 

masih belum maksimal 

memberikan manfaat terhadap 

PUS dalam menentukan dan 

mengambil keputusan untuk 

menggunakan alat kontrasepsi 

dengan Metode Kontrasepsi 

Jangka Panjang. 
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